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ABSTRAK  

 

Analisis Penetapan Kerugian Negara  

Non BPK dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 

(Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) 

 

Oleh : 

PRASTIKA WULANDARI 

 

Salah satu unsur pokok dalam Tindak Pidana Korupsi yang harus dibukttikan 

adalah Kerugian Negara. Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan dalam 

kerugian negara sangat diperlukan guna dalam membuktikan ada atau tidak Tindak 

Pidana Korupsi. Perhitungan kerugian keuangan negara kerap menjadi polemik 

dalam sidang perkara korupsi. Permasalahan yang kerap muncul lembaga mana 

yang sebenarnya paling berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara, 

berdasarkan Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Hakim mempunyai wewenang untuk menemukan hukum, serta  Mahkamah Agung 

(MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2016. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penetapan kerugian negara 

dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimanakah pertimbangan majelis 

hakim mengenai penetapan kerugian negara dalam perkara Putusan Nomor: 

28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis 

normatif yang menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode studi pustaka dan didukung dengan wawancara dengan 

responden penelitian. Narasumber pada penelitian ini adalah Hakim, Jaksa Penuntut 

Umum, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa lembaga yang 

diberikan kewenangan untuk menetapkan kerugian keuangan negara di Indonesia 

pada saat ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga lainnya.  Majelis hakim dalam 

perkara Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk., sebagaimana  yang 

terungkap dipersidangan, maka agar tercipta kepastian hukum  berdasarkan 

kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan SEMA No. 4 Tahun 2016 menetapkan 

sendiri mengenai besaran kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa.  
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Prastika Wulandari 

 

Saran yang dapat penulis berikan adalah Pembentuk undang-undang sebaiknya 

melakukan upaya unifikasi terhadap ketentuan yang memberikan kewenangan 

dalam penetapan kerugian keuangan negara dan Pengadilan melalui majelis hakim 

sebagai lembaga yang berwenang memberikan keadilan bagi masyarakat. 

 

Kata Kunci: Kerugian Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

No.4 Tahun 2016, Kewenangan 
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MOTTO 

 

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar 

baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang 

siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, 

Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk 

setiap sesuatu kadarnya."  

(Q.S. Ath-Thalaq: 2-3) 

 

Apabila kamu sudah memutusakan menekuni suatu bidang, jadilan orang yang 

konsisten, itu adalah kunci keberhasilan sesungguhnya. 

(Bj Habibie) 

 

Cobalah dulu, baru bercerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru 

berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap. 

(Socrates) 

 

Terkadang hidup tidak memberikan apa yang kita inginkan, bukan karena kita 

tidak pantas mendapatkannya, tapi karena kita lebih pantas mendapatkan lebih 

banyak lagi.  

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Indonesia saat ini masih tinggi pelaku Tindak Pidana Korupsi, baik yang ada di 

pusat maupun di daerah dikarenakan hal tersebut membawa dampak yang kurang 

baik dalam perekonomian. Wakil rakyat, maupun yang orang-orang yang telah 

mendapatkan tempat yang baik dalam lembaga negara atau pemerintah sudah tidak 

jarang melakukan Tindak Pidana Korupsi, bahkan saat ini dapat di lakukan dengan 

alat yang lebih terbarukan. Peningkatan tindak pidana korupsi membuat masalah 

yang serius dalam upaya penegakan hukumnya.1 

Berdasarkan asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), setiap perbuatan harus dibuktikan dengan unsur dan juga dasar 

hukum yang mengaturnya. Unsur yang paling utama Tindak Pidana Korupsi adalah 

unsur kesalahan yang mana tertuang juga didalam Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi. Unsur yang terkandung dalam Tindak Pidana Korupsi antara lain yakni 

penyalahgunaan wewenang atau biasa disebut dengan species dari genus 

selanjutnya unsur melawan hukum yang secara langsung artinya adalah 

penyalahgunaan wewennag atau In haeren disertai dengan melawan hukum2. 

 
1 Santoso, M. A. Dampak penjatuhan pidana korupsi bagi pegawai Negeri yang sedang 

menjalankan tugas Administrasi Negara. Jurnal Borneo Administrator, (2011). hlm.7 
2 Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan 

Daerah.Laksbang Mediatama.(2008). hlm.59 
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Berdasarkan hal tersebut, penuntut umum harus membuktikan bagaimana 

perbuatan melawan hukumnya dalam hal ini terdakwa didalam persidangan 

yangmana merupakan unsur utama dalam Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya 

adalah unsur kerugian negara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang timbul dalam kerugian negara sebagaimana 

maksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih utama menggunakan 

konsep Pengembalian keuangan negara.3 

Terjadinya kerugian negara adalah akibat dari kelalaian pengguna anggaran yang 

secara berlebihan dan tidak sesuai dengan pekerjaan dan sasarannya. Kerugian 

keuangan negaar memiliki maksud yang terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-

Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 Angka 15 

Undang-Undang No. 15 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang 

mendefinisikan “Kerugian Keuangan Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang yang nyata dan jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai”. 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, kerugian negara dapat menjadi bentuk 

kerugian sejumlah uang, surat berharga, dan barang berdasarkan Keuangan Negara 

yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, 

Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, 

 
3 R. Bayu Ferdian, Mohd. Din, dan M.Gaussyah, ‘State Losses in The Case Determination 

of The Crime of Corruption’ (2018) 2 Syah kuala law journal.[2]. 
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namun dipersempit dengan spesifikasi berupa yang secara nyata serta pasti jumlah 

dalam akbat dari perbuatan melawan hukum baik yang sengaja ataupun lalai.4 

Secara nyata serta pasti jumlahnya dalam Kerugian negara, sesuai dengan 

pengertian kerugian negara itu sendiri. Menurut M. Yusuf Jhon yang termasuk 

kedalam kerugian negara merupakan pemborosan yang dalam bentuk: 

1. Perbuatan Melawan Hukum atau PMH yang artinya mengeluarkan uang 

dengan tujuan tidak direncanakan oleh Negara atau Daerah, bukan mendasar 

kepada analisis dalam kebutuhan, dan tidak dianggarkan. 

2. Kurangnya hak didaerah, dikarenakan kurangnya pendapatan (yang termasuk 

sebagai pendapatan ataupun yang bersifat potensi pendapatan)5 

3. Bertambahnya kewajiban yaitu keriteria yang bertujuan menentukan 

bertambah kewajiban ini merupakan PMH atau bukan. Yang tidak 

dianggarkan guna oknum pejabat, dan bukan bertujuan untuk kepentingan 

negara. 

4. Pembayaran yang dinilai lebih berdasarkan nilai yang seharusnya dibayar: 

a) Pembayaran kegiatan yang jumlahnya berkurang atau tidak sama 

dengan spesifikasi. 

b) Pembayaran atas proyek yang beum selesai. 

c) Pembayaran atas barang dan/atau jasa yang harganya melebihi pasar. 

 
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK 
5 M. Yusuf Jhon dan Dwi Setiawan, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2009). hlm, 103-105  
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5. Pembelian yang dengan nilai tinggi dengan harga perbandnganna dengan 

speifikasi, tempat, dan tahun yang sama ada selisih harga, merupan kerugan 

(bukan termasuk dengan pemborosan). 

Perhitungan kerugian keuangan negara sangat memnjadi polemik didalam sidang 

Tidak Pidana Korupsi. Yang mana Permasalahannya lembaga mana yang 

sebenarnya paling berwenang untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian 

negara. Menjawab permasalahan ini Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016. SEMA tersebut mengatur 

tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai 

Pedoman Tugas Pengadilan, yang mana salah satu dari berbagai pointnya rumusan 

pidana (Khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara 

konstitusional berwenang untuk menetapkan kerugian keuangan negara, yang 

selengkapnya berbunyi: 

 “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara 

adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, 

sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang 

melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak 

berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. 

Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya 

kerugian negara dan besarnya kerugian negara.”6 

 

Dalam prakteknya, penuntut umum sering kali menggunakan hasil penghitungan 

kerugian keuangan negara dari dua lembaga yang bertujuan untuk membuktikan 

unsur kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi. Kedua lembaga yang 

dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  dan Badan Pengawas 

 
6 SEMA No.4 Tahun 2016 
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Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali 

mengatakan, penuntut umum sering meminta penghitungan kerugian negara kepada 

BPKP karena lebih cepat dan keberadaan BPK yang tidak sampai ke pelosok-

pelosok daerah kabupaten/kota.7  

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang tentang Tindak 

Pidana Korupsi Konsep perhitungan kerugian negara ini menimbulkan konflik yang 

dimana terdapat aturan yang kurang jelas menyebutkan bahwa lembaga yang 

berwenang menghitung kerugian negara. Terlalu banyak lembaga yang berwenang 

menghitung kerugian negara sehingga menimbulkan konflik kewenangan. Dalam 

penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi hanya menyebutkan “Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada 

kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya 

berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang 

ditunjuk”.8 Instansi yang berwenang yakni Badan Pemerikasa Keuangan (BPK), 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP), Akuntan publik, dan 

Inspektorat.  

“Dalam praktik tidak ada kepastian hasil perhitungan kerugian yang diterbikan oleh 

instansi yang melakukan perhitungan kerugian negara. Diikuti pula tidak adanya 

kepastian kompetensi lembaga yang melakukan kerugian negara tersebut jadi 

semua instansi dapat melakukan audit kerugian negara dalam kasus apapun tentu 

saja ini mempengaruhi kinerja hakim dalam mengadili suatu perkara.Apalagi dalam 

 
7NoviriezaRahmi/ASH. https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt58ac1253a9228/siapa-

berwenangmenyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat/.  Diakses pada 21 Juni 

2021 
8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt58ac1253a9228/siapa-berwenangmenyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat/
https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt58ac1253a9228/siapa-berwenangmenyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat/


6 
 

persidangan terdapat perbedaan hasil audit kerugian negara oleh instansi-instansi 

tersebut. Bahwa dalam praktik mengadili perkara hakim menilai kembali kerugian 

negara berdasarkan fakta persidangan untuk menentukan kerugian negara hasil 

tindak pidana korupsi dan dapat mengesampingkan perhitungan kerugian negara 

oleh masing-masing instansi yang berwenang. Bahwa hakim mempunyai 

wewenang yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menemukan hukum, oleh karena itu apabila 

ada perbedaan hasil audit instansi maka hakim dapat menilai sendiri kerugian 

negara berdasarkan fakta persidangan.”9 

Salah satu contoh kasus yang penulis angkat adalah terkait dengan kasus tindak 

pidana korupsi putusan perkara Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk atas nama 

terdakwa Suherni, S.Sos. Bin Kasrun. Di dalam pertimbangan hakim disebutkan 

bahwa perhitungan kerugian negara oleh Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya 

dianggap sah untuk menetapkan kerugian negara.  

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar penetapan 

kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui   

pertimbangan majelis hakim mengenai  penetapan kerugian negara dala perkara 

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.

 
9 Dimas. Wewenang hakim menilai sendiri kerugian negara dalam mengadili Tindak Pidana 

Korupsi. Universitas Airlangga. Jurist-diction Vol.3(6) 2020. hlm 2139 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu : 

a. Bagaimanakah penetapan kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana 

Korupsi? 

b. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim mengenai  penetapan kerugian 

negara dalam perkara Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana 

yang membahas tentang penetapan kerugian negara selain BPK selaku lembaga 

yang berwenang berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan 

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk).  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada dasarnya memiliki tujuan dan 

kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun 

tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui Upaya Penetapan Kerugian Negara dalam perkara  TPK 

b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim mengenai  penetapan kerugian 

negara dalam perkara Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam 

dua macam, yaitu: 

a.  Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana di 

Indonesia, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Penetapan Kerugian Negara 

Berdasarkan Undang-Undang. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum 

Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan 

Masyarakat umum mengenai Penetapan Kerugian Negara Berdasarkan 

Undang-Undang. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.  Pada setiap penelitian 
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selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya 

hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis adalah susunan dari 

beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan 

yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan 

dalam penelitian atau penulisan. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka 

teoritis yang dipakai dalam penelitian : 

Teori Kepastian Hukum. 

Kepastian adalah tentang keadaan yang pasti. Hukum secara jelas harus pasti dan 

adil. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif 

bukan dalam bentuk sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika 

suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti 

serta Logis10 

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya 

mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan 

penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang 

melakukan. Adanya kepastian hukum bagi setiap orang agar dapat memperkirakan 

apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat 

diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi 

setiap orang11 

 
10 Cst Kansil, Kamus istilah Hukum Jakarta: Gramedia Pustaka, (2009),hlm 385. 
11 Ibid., 270. 
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Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis sehingga 

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain agar tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjukkan kepada 

pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif. kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum 

terutama untuk norma hukum tertulis12 

Teori kepastian menurut ahli hukum : 

1)   Gustav Radbruch  

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan 

dengan makna kepastian hukum, yaitu : 

a. “Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-

undangan  

b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan 

c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari 

kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. 

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.” 

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa 

kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum 

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. 

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch hukum positif 

 
12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Yogyakarta: Liberty (2007), 

hlm160. dalam Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, (2010), hlm 82. 
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yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu 

ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. 

2)   Van Apeldoorn 

“Kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya 

(bepaal baarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang 

mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum 

memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya 

perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma 

positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi 

tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu 

dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal 

tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum”13 

3)   Peter Mahmud Marzuki 

“Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian Hukum bukan hanya 

berupa pasal-pasal dalam undang undang melainkan juga adanya konsistensi dalam 

 
13 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum Terj Oetarid Sadino (Jakarta.Pradnya 

Paramita 1973), 56. dalam Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka 

Berpikir Bandung: PT. Refika Aditama,(2006), hlm 82-83. 
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putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk 

kasus yang telah diputuskan”14 

4)   Jan Michiel Otto 

Kepastian hukum yang sebenarnya lebih berdimensi yuridis. Namun Otto 

memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan 

kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu: 

a) “Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh 

(accessible); 

b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum 

tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 

c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan 

tersebut; 

d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka 

menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret 

dilaksanakan.”15

 
14 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Jakarta: Kencana Media Group, 

(2008),hlm 158. 
15 Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum di Negara Berkembang Terj Tristam Moeliono 

Jakarta: Komisi Hukum Nasional, Jakarta, (2003) hlm 5. dalam Irham Rahman dkk, 

“Analisis Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman Di Bidang Arbitrase Syariah” Jurnal Hukum, Agustus (2014). hlm 7.  
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2.   Konseptual  

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam 

pelaksanaan penelitian. 16 Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis 

Upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah secara 

hukum dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu 

kebenaran atau penyelesaian masalah17 

2. Kerugian Negara 

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar 

ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan 

ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana juga merupakan 

terjemahan dari istilah strafbaar feit yang artinya adalah peristiwa yang dapat 

dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana”18 

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan 

sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.19 Menurut Pasal 1 angka 22 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Kerugian 

negara adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

 
16 Soerjono Soekanto. Op.cit. hlm 72 
17 Lexy.J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  Jakarta:Rineka Cipta, (2005),hlm 54. 
18 Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili,Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana 

Media, , 2015, hlm. 5. 
19 Marpaung, Leden, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika (1992), hlm. 149 
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barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum 

baik sengaja maupun lalai. 

E. Sistematika Penulisan  

 

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk untuk memudahkan pemahaman terhadap 

isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan yang dikaji, dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan dari 

penulisan ini, Kerangka Teoritis yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka 

konsep serta Sistematika Penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka 

terdiri dari penjelasan mengenai Hukum Acara Praperadilan, tinjauan umum 

putusan hakim. 

III. METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, 

Jenis Data, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta 

Analisis Data.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam 

penulisan tesis ini baik melalui studi kepustakaan maupun dengan menggunakan 

data yang diperoleh di lapangan. 

V. PENUTUP  

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian 

serta saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan ditujukan kepada pihak-

pihak yang terkait dengan penelitian. 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tindak Pidana 

 

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, yang terdapat dua unsur 

pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda 

diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, 

sehingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit berarti sebagian dari pernyataan 

yang dapat dihukum.20 

Unsur-unsur Tindak Pidana  

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari 

unsur subjektif dan unsur objektif.  

1. Unsur Subjektif  

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai 

berikut:21 

a. “Kesengajaan atau kelalaian.  

 
20 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta (2012), hlm. 5 
21 Evi Hartanti, Op.Cit hlm 7 
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b. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 

53 ayat (1) KUHP.  

c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan dan lain lain.  

d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut 

Pasal 340 KUHP.  

e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut 

Pasal 308 KUHP” 

2. Unsur Objektif  

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari si 

pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah 

sebagai berikut: 22 

a. “Sifat melawan hukum.  

b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan 

kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.  

c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 

kenyataan sebagai akibat.” 

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang 

lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut23:  

a. “Diancam dengan pidana oleh hukum  

 
22 ibid 
23 Andi Hamzah, , Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), PT. Rineka Cipta, Jakarta 

(1994)hlm.88 
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b. Bertentangan dengan hukum  

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah 

d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya” 

B. Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Fockemal Alndreale, kaltal Korupsi beralsall dalri balhalsal laltin corruptio altalu 

corruptus. Corruptio beralsall dalri kaltal corrumpere, sualtu kaltal laltin yalng lebih tual. 

Dalri balhalsal laltin itulalh turun ke balnyalk balhalsal Eropal seperti Inggris yalitu 

corruption, corrupt; Peralncis yalitu corruptio; daln Belalndal yalitu corruptio, 

korruptie. Dalri Balhalsal Belalndal inilalh kaltal itu turun ke Balhalsal Indonesial yalitu 

korupsi24 

Dallalm Blalck’s Lalw Dictionalry, korupsi aldallalh perbualtaln yalng dilalkukaln dengaln 

malksud untuk memberikaln sualtu keuntungaln yalng tidalk resmi dengaln halk-halk 

dalri pihalk lalin secalral sallalh menggunalkaln jalbaltalnnyal altalu kalralkternyal untuk 

mendalpaltkaln sualtu keuntungaln untuk dirinyal sendiri altalu oralng lalin, berlalwalnaln 

dengaln kewaljibalnnyal daln halk-halk dalri pihalk lalin.25 

Menurut Tralnspalrency Internaltionall korupsi aldallalh perilalku pejalbalt publik, malu 

politikus altalu pegalwali negeri, yalng secalral tidalk waljalr daln tidalk legall 

memperkalyal diri altalu memperkalyal merekal yalng dekalt dengaln dirinyal, dengaln 

calral menyallalhgunalkaln kekualsalaln publik yalng dipercalyalkaln kepaldal merekal.26 

 

 
24 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta (2006),hlm 4 
25 Chaerudin DKK, , Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, 

PT Refika Aditama, Bandung (2008), hlm 2 
26 Komisi Pemberantasan Korupsi, , Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami 

Dulu Baru Lawan, KPK, Jakarta (2009), hlm. 7. 
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Dallalm ketentualn UU PTPK tidalk memualt pengertialn tentalng tindalk pidalnal 

korupsi. Alkaln tetalpi, dallalm Palsall 1 alngkal 1 Balb Ketentualn Umum UU No 30 

Talhun 2002 tentalng Komisi Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi disebutkaln 

tentalng Pengertialn Tindalk Pidalnal Korupsi: 27 

“Tindalk pidalnal korupsi aldallalh tindalk pidalnal sebalgalimalnal yalng dimalksud dallalm 

UU No 31 Talhun 1999 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi 

sebalgalimalnal yalng telalh diubalh dengaln UU No 20 Talhun 2001 tentalng Perubalhaln 

Altals UU No 31 Talhun 1999 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi. 

Beralrti, Pengertialn tindalk pidalnal korupsi aldallalh semual ketentualn hukum malteril 

yalng terdalpalt di dallalm UU No 31 Talhun 1999 jo UU No 20 Talhun 2001 yalng 

dialtur dallalm Palsall 2, Palsall 3,  Palsall 4, Palsall 5, Palsall 6, Palsall 7, Palsall 8, Palsall 9, 

Palsall 10, Palsall 11, Palsall 12, Palsall 12 Al, Palsall 12 B, Palsall 13, Palsall 14, Palsall 15, 

Palsall 16, Palsall 21, Palsall 22, Palsall 23, Palsall 24.”28 

Bentuk-bentuk Tindalk Pidalnal Korupsi  

Syed Hussein Allaltals menyaltalkaln balhwal korupsi itu dalpalt dikelompokkaln ke 

dallalm beberalpal bentuk, sebalgali berikut :29 

1. Korupsi Tralnsalktif. Korupsi ini aldallalh sualtu bentuk korupsi yalng dilalkukaln 

altals dalsalr kesepalkaltaln timball ballik alntalral pihalk pemberi daln pihalk penerimal 

dalri keuntungaln pribaldi malsing malsing pihalk daln kedual pihalk salmal-salmal 

alktif melalkukaln usalhal untuk mencalpali keuntungaln tersebut.  

 
27 Ermansjah Djaja, Op.Cit hlm 2 
28 ibid 
29 Chaerudin DKK, Op.Cit hlm 39 
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2. Korupsi Ekstortif (Memerals). Korupsi ini aldallalh sualtu bentuk korupsi dimalnal 

terdalpalt unsur palksalaln, yalitu pihalk pemberi dipalksal untuk melalkukaln 

penyualpaln gunal mencegalh terjaldinyal kerugialn balgi dirinyal, 

kepentingalnnyal,oralng-oralng, altalu hall-hall yalng penting balginyal.  

3. Korupsi Nepotistik (Perkeralbaltaln). Korupsi ini aldallalh sualtu bentuk korupsi 

dengaln melalkukaln penunjukaln secalral tidalk salh terhaldalp kalwaln altalu keralbalt 

untuk memegalng sualtu jalbaltaln publik, altalu tindalkaln yalng memberikaln 

perlalkualn istimewal dallalm bentuk ualng altalu bentuk lalin kepaldal merekal secalral 

bertentalngaln dengaln normal altalu ketentualn yalng berlalku.  

4. Korupsi Investif. Korupsi ini aldallalh sualtu bentuk korupsi yalng berwujud 

pemberialn balralng altalu jalsal talnpal aldal keterkalitaln lalngsung dengaln 

keuntungaln tertentu, melalinkaln menghalralpkaln sualtu keuntungaln yalng alkaln 

diperoleh di malsal depaln.  

5. Korupsi Suportif (Dukungaln). Korupsi ini aldallalh sualtu bentuk korupsi yalng 

berbentuk upalyal penciptalaln sualsalnal yalng dalpalt melalnggengkaln, melindungi 

daln memperkualt korupsi yalng sedalng dijallalnkaln.  

6. Korupsi Alutogenik. Korupsi ini aldallalh sualtu bentuk korupsi yalng dilalkukaln 

secalral individuall untuk mendalpaltkaln keuntungaln kalrenal memalhalmi daln 

mengetalhui sertal mempunyali pelualng terhaldalp obyek korupsi yalng tidalk 

diketalhui oleh oralng lalin. 

7. Korupsi Defensif. Korupsi ini aldallalh sualtu bentuk korupsi yalng dilalkukaln 

oleh korbaln korupsi dallalm ralngkal mempertalhalnkaln diri terhaldalp upalyal 

pemeralsaln terhaldalp dirinyal. 
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Secalral galris besalr perbualtaln terlalralng dallalm UU No. 31 Talhun 1999 jo. UU No. 

20 Talhun 2001 terkuallifikalsi dengaln sebutaln tindalk pidalnal korupsi daln tindalk 

pidalnal yalng berkalitaln dengaln tindalk pidalnal korupsi. Untuk lebih mudalh 

mengingaltnyal, jenis-jenis tindalk pidalnal korupsi yalitu30: 

1. “Melalwaln hukum untuk memperkalyal diri daln dalpalt merugikaln keualngaln 

negalral aldallalh korupsi (Palsall 2 alyalt 1).  

2. Menyallalhgunalkaln kewenalngaln untuk menguntungkaln diri sendiri daln dalpalt 

merugikaln keualngaln negalral aldallalh korupsi (Palsall 3). 

3. Menyualp pegalwali negeri aldallalh korupsi (Palsall 5 alyalt 1 huruf al, palsall 5 alyalt 

1 huruf b).  

4. Memberi haldialh kepaldal pegalwali negeri kalrenal jalbaltalnnyal aldallalh korupsi 

(palsall 13). 

5. Pegalwali negeri menerimal sualp aldallalh korupsi (palsall 5 alyalt 2, palsall 12 huruf 

al, palsall 12 huruf b).  

6. Pegalwali negeri menerimal haldialh yalng berhubungaln dengaln jalbaltalnnyal 

aldallalh korupsi (palsall 11).  

7. Menyualp halkim aldallalh korupsi (palsall 6 alyalt 1 huruf al).  

8. Menyualp aldvokalt aldallalh korupsi (palsall 6 alyalt 1 huruf b).  

9. Halkim daln Aldvokalt menerimal sualp aldallalh korupsi (palsall 6 alyalt 2).  

10. Halkim menerimal sualp aldallalh korupsi (palsall 12 huruf c).  

11. Aldvokalt menerimal sualp aldallalh korupsi (palsall 12 huruf d).  

 
30 Guse Prayudi, , Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, 

Yogyakarta,(2010), hlm 6-12 
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12. Pegalwali negeri menggelalpkaln ualng altalu membialrkaln penggelalpaln aldallalh 

korupsi (palsall 8).  

13. Pegalwali negeri memallsukaln buku untuk pemeriksalaln aldministralsi aldallalh 

korupsi (palsall 9). 

14. Pegalwali negeri merusalk bukti aldallalh korupsi (palsall 10 huruf al). 

15. Pegalwali negeri membialrkaln oralng lalin merusalk bukti aldallalh korupsi (palsall 

10 huruf b).  

16. Pegalwali negeri membalntu oralng lalin merusalk bukti aldallalh korupsi (palsall 10 

huruf c).  

17. Pegalwali negeri memerals aldallalh korupsi (palsall 12 huruf e, palsall 12 huruf f).  

18. Pegalwali negeri memerals pegalwali negeri lalin aldallalh korupsi (palsall 12 huruf 

f).  

19. Pemborong berbualt curalng aldallalh korupsi (palsall 7 alyalt 1 huruf al). 20. 

20. Pengalwals proyek membialrkaln perbualtaln curalng aldallalh korupsi (palsall 7 alyalt 

1 huruf b).  

21. Rekalnaln TNI/Polri berbualt curalng aldallalh korupsi (palsall 7 alyalt 1 huruf c).  

22. Pengalwals rekalnaln TNI/Polri membialrkaln perbualtaln curalng aldallalh korupsi 

(palsall 7 alyalt 1 huruf d ).  

23. Penerimal balralng TNI/Polri membialrkaln perbualtaln curalng aldallalh korupsi 

(palsall 7 alyalt 2).  

24. Pegalwali negeri menyerobot talnalh negalral sehinggal merugikaln oralng lalin 

aldallalh korupsi (palsall 12 huruf h).  

25. Pegalwali negeri turut sertal dallalm pengaldalaln yalng diurusnyal aldallalh korupsi 

(palsall 12 huruf i).  
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26. Pegalwali negeri menerimal graltifikalsi daln tidalk lalpor KPK aldallalh korupsi 

(palsall 12 B).” 

Unsur-unsur Tindalk Pidalnal Korupsi 

Tindalk pidalnal korupsi secalral galris besalr memenuhi unsur-unsur sebalgali berikut: 

a. Perbualtaln melalwaln hukum,  

b. Penyallalhgunalaln kewenalngaln, kesempaltaln, altalu salralnal,  

c. Memperkalyal diri sendiri, oralng lalin, altalu korporalsi, daln  

d. Merugikaln keualngaln negalral altalu perekonomialn negalral.  

Unsur-unsur tindalk pidalnal korupsi lengkalpnyal dilihalt dalri rumusaln palsall UU No. 

31 Talhun 1999 tentalng tindalk pidalnal korupsi jo. UU No. 20 Talhun 2001. 

C. Kerugian Negara  

 

1.   Pengertialn Rugi daln Kerugialn 

“Kalmus besalr Balhalsal Indonesial memberikaln rumusaln alrti kaltal rugi sebalgali 

berikut: 

a. Terjuall daln sebalgalinyal kuralng dalri modallnyal ; tidalk mendalpalt lalbal 

b. Kuralng dalri modall (kalrenal menjuall lebih rendalh dalripaldal halrgal pokok) 

c. Tidalk mendalpalt faledalh (malnfalalt) ; tidalk beroleh sesualtu yalng bergunal 

d. Sesualtu yalng kuralng balik (tidalk Menguntungkaln ; mudhalralt). 

Sedalngkaln Kerugialn dirumuskaln sebalgali: 

a. Menalnggung altalu menderital rugi ; 

b. Perihall rugi ; 
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c. Sesualtu yalng dialnggalp mendaltalngkaln rugi (tentalng kerusalkaln dsb); 

e. Galnti rugi.” 

2.   Pengertialn keualngaln negalral 

“Pengertialn keualngaln Negalral menurut penjelalsaln UU No. 31 talhun 1999 tentalng 

Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi, aldallalh: 

Seluruh kekalyalaln Negalral dallalm bentuk alpalpun, yalng dipisalhkaln altalu yalng tidalk 

dipisalhkaln, termalsuk di dallalmnyal segallal balgialn kekalyalaln Negalral daln segallal halk 

daln kewaljibaln yalng timbul kalrenal : 

a. Beraldal dallalm pengualsalaln, pengurusaln, daln pertalnggungjalwalbaln pejalbalt 

lembalgal Negalral, balik di tingkalt pusalt malupun di daleralh; 

b. Beraldal dallalm pengualsalaln, pengurusaln, daln pertalnggungjalwalbaln Baldaln 

Usalhal Milik Negalral/Baldaln Usalhal Milik Daleralh, Yalyalsaln, Baldaln Hukum, 

daln perusalhalaln yalng menyertalkaln modall Negalral, altalu perusalhalaln yalng 

menyertalkaln modall pihalk ketigal berdalsalrkaln perjalnjialn dengaln Negalral.” 

3.   Kerugialn Keualngaln Negalral 

“Menurut UU No. 31 talhun 1999 balhwal kerugialn keualngaln Negalral aldallalh 

berkuralngnyal kekalyalaln Negalral yalng disebalbkaln sualtu tindalkaln melalwaln hukum, 

penyallalhgunalaln kewenalngaln / kesempaltaln altalu salralnal yalng aldal paldal seseoralng 

kalrenal jalbaltaln altalu kedudukaln, kelallalialn seseoralng daln altalu disebalbkaln oleh 

kealdalaln di lualr kemalmpualn malnusial (force maljeure). 

Kerugialn Keualngaln Negalral dalpalt berbentuk : 



25 
 

a. Pengelualraln sualtu sumber/kekalyalaln negalral/daleralh (dalpalt berupal ualng, 

balralng) yalng sehalrusnyal tidalk dikelualrkaln; 

b. Pengelualraln sualtu sumber/kekalyalaln negalral/ daleralh lebih besalr dalri yalng 

sehalrusnyal menurut kriterial yalng berlalku; 

c. Hilalngnyal sumber/kekalyalaln negalral/daleralh yalng sehalrusnyal diterimal 

(termalsuk dialntalralnyal penerimalaln dengaln ualng pallsu, balralng fiktif); 

d. Penerimalaln sumber/kekalyalaln negalral/daleralh lebih kecil/rendalh dalri yalng 

sehalrusnyal diterimal (termalsuk penerimalaln balralng rusalk, kuallitals tidalk 

sesuali); 

b. Timbulnyal sualtu kewaljibaln negalral/daleralh yalng sehalrusyal tidalk aldal; 

c. Timbulnyal sualtu kewaljibaln negalral/daleralh yalng lebih besalr dalri yalng 

sehalrusnyal; 

d. Hilalngnyal sualtu halk negalral/daleralh yalng sehalrusnyal dimiliki/diterimal 

menurut alturaln yalng berlalku; 

e. Halk negalral/daleralh yalng diterimal lebih kecil dalri yalng sehalrusnyal diterimal.” 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAlN  

 

 

A. Pendekatan Masalah  

 

Penelitialn hukum merupalkaln sualtu kegialtaln ilmialh, yalng didalsalrkaln paldal metode, 

sistemaltikal, daln pemikiraln tertentu yalng bertujualn untuk mempelaljalri saltu altalu 

beberalpal gejallal hukum tertentu dengaln calral mengalnallisalnyal.31 Pendekaltaln 

malsallalh yalng alkaln digunalkaln dallalm penulisaln skripsi ini aldallalh pendekaltaln 

yuridis normaltif daln didukung dengaln penelitialn yuridis empiris. Pendekaltaln 

yuridis normaltif dilalkukaln dengaln calral melihalt, menelalalh mengenali beberalpal hall 

yalng bersifalt teoritis yalng menyalngkut alsals-alsals hukum, konsepsi, palndalngaln, 

daln doktrin-doktrin hukum, peralturaln hukum daln sistem hukum yalng berkenalaln 

dengaln hukum pidalnal malteril daln formil yalng kalitalnnyal dengaln penetalpaln 

kerugialn negalral. 

Pendekaltaln yuridis empiris dilalkukaln dengaln calral menggalli informalsi daln 

mengaldalkaln penelitialn di lalpalngaln secalral lalngsung dengaln Halkim, sertal 

alkaldemisi, gunal mengetalhui secalral lebih jaluh mengenali permalsallalhaln-

permalsallalhaln yalng alkaln diteliti. Peneliti melalkukaln walwalncalral dengaln Halkim, 

sertal alkaldemisi untuk mendalpalt galmbalraln tentalng balgalimalnal alnallisis penetalpaln 

kerugialn negalral yalng berkalitaln dengaln skripsi ini. 

 
31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 

(2008), hlm. 43. 
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B. Sumber dan Jenis Data  

 

Penelitialn merupalkaln alktivitals ilmialh yalng sistemaltis, teralralh daln memiliki 

tujualn. Daltal yalng digunalkaln dallalm menyelesalikaln skripsi ini, menggunalkaln dual 

sumber daltal, yalitu daltal primer daln daltal sekunder. 

1.   Daltal Primer 

Daltal primer aldallalh daltal yalng diperoleh secalral lalngsung dalri halsil penelitialn 

dilalkukaln yalng berhubungaln dengaln malsallalh yalng dibalhals dallalm skripsi ini.  

Daltal tersebut diperoleh lalngsung dalri sumber pertalmal, yalkni dalri instalnsi yalng 

terkalit lalngsung dengaln permalsallalhaln dallalm skripsi ini, dallalm hall ini aldallalh 

Halkim. 

2.   Daltal Sekunder 

Daltal sekunder aldallalh daltal penelitialn yalng diperoleh penulis secalral tidalk lalngsung 

melallui medial peralntalral yalng diperoleh daln dicaltalt oleh pihalk lalin sertal balhaln 

lalin yalng digolongkaln sebalgali berikut: 

al. Balhaln Hukum Primer: 

Merupalkaln balhaln hukum yalng beralsall dalri peralturaln perundalng-undalngaln daln 

ketentualn peralturaln yalng aldal di Indonesial.  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) SEMAl No. 4 Talhun 2016 

3) Undalng-undalng No. 31 Talhun 1999 Tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal 

Korupsi  
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4) UU No 20 Talhun 2001 tentalng Perubalhaln Altals UU No 31 Talhun 1999 tentalng 

Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi  

5) Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal  

6) Kitalb Undalng-Undalng Hukum Alcalral Pidalnal  

b. Balhaln Hukum Sekunder: Balhaln hukum yalng memberi penjelalsaln mengenali 

balhaln hukum primer, seperti buku-buku, kalryal tulis ilmialh, tulisaln alrtikel internet 

altalu cetalk daln dokumen-dokumen tentalng pidalnal korupsi. 

c. Balhaln hukum tersier, jugal merupalkaln balhaln hukum yalng dalpalt menjelalskaln 

balik balhaln hukum primer malupun balhaln hukum sekunder, yalng berupal kalmus, 

ensiklopedial, leksikon daln lalin-lalin.32 

C. Penentuan Narasumber 

 

Penentualn nalralsumber dallalm skripsi ini berdalsalrkaln altals pertimbalngaln malksud 

daln tujualn penelitialn. Aldal pun nalralsumber aldallalh oralng yalng mengetalhui secalral 

jelals altalu menjaldi informalsi.33 Dengaln penelitialn yalng lalngsung ke lalpalngaln balik 

berupal walwalncalral paldal nalralsumber yalng terkalit sertal dengaln memperoleh 

sallinaln daltal yalng lebih lengkalp daln menunjalng pembalhalsaln permalsallalhaln lebih 

lengkalp. Berdalsalrkaln hall tersebut, malkal penentualn nalralsumber paldal penelitialn 

skripsi ini terdiri dalri: 

Dosen Balgialn Hukum Pidalnal = 1 Oralng, 

 
32 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010), 

hlm.158. 
33 Tata Irianto, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, (2004). hlm.178 
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Jalksal Penuntut Umum  = 1 Oralng 

Halkim    = 1 Oralng 

Jumlalh     = 3 Oralng. 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1.   Prosedur Pengumpulaln Daltal 

Prosedur pengumpulaln daltal dallalm penyusunaln skripsi ini dilalkukaln dengaln 

lalngkalh lalngkalh sebalgali berikut:  

a. Studi Kepustalkalaln ( Libralry resealrch) Studi kepustalkalaln aldallalh untuk 

memperoleh daltal, penulis perlu melalkukaln berbalgali calral, yalitu membalcal, 

mencaltalt altalu mengutip dalri peralturaln perundalng undalngaln yalng berlalku 

sertal literaltur-literaltur daln balhaln-balhaln hukum tertulis lalinnyal.  

b. Studi Lalpalngaln (Field resealrch) Studi lalpalngaln dilalkukaln dengaln calral 

walwalncalral dengaln memberikaln pertalnyalaln (question) kepaldal responden 

untuk mendalpaltkaln galmbalraln yalng jelals tentalng permalsallalhaln yalng dikalji 

oleh penulis, yalitu tentalng Penetalpaln Kerugialn Negalral oleh lembalgal selalin 

BPK. 

2.   Pengolalhaln Daltal  

Setelalh daltal-daltal diperoleh malkal lalngkalh berikutnyal aldallalh pengolalhaln daltal 

dengaln tujualn untuk memperoleh daltal yalng balik dimalnal selalnjutnyal alkaln 

dialnallisis. Pengolalhaln daltal dilalkukaln dengaln calral:  

a. Editing Daltal, yalitu daltal yalng didalpaltkaln dalri penelitialn diperiksal daln diteliti 

kemballi untuk mengetalhui alpalkalh daltal yalng didalpalt itu sudalh sesuali dengaln 
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pokok balhalsaln dalri penelitialn ini. Sehinggal dalpalt terhindalr dalri aldalnyal 

kesallalhaln daltal daln kebenalraln daltal dalpalt diterimal sertal aldal relevalnsinyal.  

b. Interpretalsi Daltal, yalitu menghubungkaln daltal-daltal yalng diperoleh sehinggal 

menghalsilkaln sualtu uralialn yalng kemudialn dalpalt disimpulkaln.  

c. Sistemaltisalsi Daltal, yalitu proses penyusunaln daln penempaltaln sesuali dengaln 

pokok permalsallalhaln secalral sistemaltis sehinggal memudalhkaln untuk 

mengalnallisis daltal daln mempermudalh dallalm membualt kesimpulaln dalri 

penelitialn dilalpalngaln dengaln sualtu interpretalsi, evallualsi daln pengetalhualn 

umum. Setelalh alnallisis daln kesimpulaln, teralkhir dilalkukaln dengaln metode 

induktif yalitu berdalsalrkaln falktal falktal yalng bersifalt khusus kemudialn 

dilalnjutkaln dengaln pengalmbilaln yalng bersifalt umum. 

E. Analisis Data 

Alnallisis daltal aldallalh untuk menyederhalnalkaln daltal ke dallalm bentuk yalng lebih 

mudalh dibalcal daln dipalhalmi sertal dimengerti. Paldal balgialn ini daltal yalng telalh 

diperoleh kemudialn dialnallisis secalral kuallitaltif dengaln mendeskripsikaln daltal yalng 

dihalsilkaln dalri penelitialn di lalpalngaln ke dallalm bentuk penjelalsaln, yalkni mengenali 

peraln Lembalgal selalin BPK dallalm upalyal penetalpaln kerugialn negalral. Dalri alnallisis 

tersebut dalpalt diketalhui sertal dalpalt diperoleh kesimpulaln secalral induktif, yalitu 

calral berpikir dallalm menguralikaln daltal yalng diperoleh dengaln menempaltkaln halsil-

halsil alnallisis secalral khusus. Selalnjutnyal dalri berbalgali kesimpulaln dalpalt dialjukaln 

rekomendalsi altalu salraln-salraln. 

 

 

 



 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

1. Lembalgal yalng diberikaln kewenalngaln untuk menetalpkaln kerugialn 

keualngaln negalral paldal salalt ini di indonesial yalitu alntalral lalin: 

a. Baldaln Pemeriksal Keualngaln (BPK)   

Sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 23 E alyalt (1) Undalng-Undalng Dalsalr 

1945, TAlP MPR No.VI/MPR/2002, Undalng-Undalng No.31 Talhun 1999, 

Palsall 9 alyalt (1) UU No. 15 talhun 2006 tentalng BPK, Putusaln Malhkalmalh 

Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012, SEMAl Nomor 4 Talhun 2016. 

b. Baldaln Pengalwalsaln Keualngaln daln Pembalngunaln (BPKP)  

Sebalgalimalnal dialtur dallalm Undalng-Undalng No.31 Talhun 1999, Palsall 10 

alyalt (1) Undalng-Undalng BPK daln Palsall 3 Peralturaln Presiden Nomor 192 

Talhun 2014 tentalng Baldaln Pengalwalsaln Keualngaln daln Pembalngunaln  

c. Lembalgal lalinnyal  

Sebalgalimalnal dialtur dallalm Undalng-Undalng No.31 Talhun 1999, Undalng-

Undalng 48 Talhun 2009 tentalng kekualsalaln kehalkimaln, SEMAl Nomor 4 

Talhun 2016. 

2. Maljelis Halkim dallalm putusaln Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk 

terhaldalp kewenalngaln penetalpaln kerugialn negalral kepaldal lembalgal yalng 

berwenalng dengaln pertimbalngaln aldalnyal perbedalaln perhitungaln kerugialn 
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keualngaln negalral Alkuntaln Publik dengaln sebalgalimalnal yalng terungkalp di 

persidalngaln, malkal algalr terciptal kepalstialn hukum maljelis halkim 

berdalsalrkaln kewenalngaln sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 5 Undalng-

Undalng No. 48 Talhun 2009 tentalng kekualsalaln Kehalkimaln daln SEMAl No. 

4 Talhun 2016 menetalpkaln sendiri mengenali besalraln kerugialn keualngaln 

negalral yalng dilalkukaln oleh terdalkwal. 

B. Saran  

 

1. Pembentuk undalng-undalng sebaliknyal melalkukaln upalyal unifikalsi terhaldalp 

ketentualn perundalng-undalngaln yalng memberikaln kewenalngaln dallalm hall 

penetalpaln kerugialn keualngaln negalral meskipun terhaldalp penghitungalnnyal 

dalpalt dilalkukaln oleh berbalgali lembalgal yalng memiliki kalpalsitals sebalgali 

aluditor keualngaln, algalr paldal pelalksalnalaln pembuktialn tindalk pidalnal 

korupsi tidalk terjaldi tumpalng tindih halsil perhitungaln daln menyebalbkaln 

ketidalkpalstialn hukum khususnyal balgi terdalkwal yalng didugal melalkukaln 

kerugialn keualngaln negalral. Kepaldal alpalralt penegalk hukum algalr dalpalt lebih 

bersikalp halti-halti daln selallu melalkukaln check alnd ballalnce secalral ketalt 

sebelum menetalpkaln seseoralng menjaldi tersalngkal sehinggal salmpali paldal 

penjaltuhaln salnksi pidalnal yalng terkesaln dipalksalkaln sehinggal terciptal 

ketidalk percalyalaln malsyalralkalt terhaldalp kinerjalnyal. 

2. Pengaldilaln melallui maljelis halkimnyal sebalgali lembalgal yalng berwenalng 

memberikaln kealdilaln balgi malsyalralkalt waljib bersikalp tegals jikal sualtu 

perkalral yalng dihaldirkaln ke mejal hijalu ternyaltal tidalk dilalkukaln proses 

penyidikaln secalral ketalt, hall ini dalpalt terlihalt dalri bukti-bukti yalng 

dihaldirkaln oleh Penuntut Umum khususnyal terhaldalp perhitungaln kerugialn 
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keualngaln negalral dallalm tindalk pidalnal korupsi. Putusaln yalng dijaltuhkaln 

kepaldal terdalkwal terkalit penetalpaln kerugialn keualngaln negalral yalng tidalk 

alkuralt dalpalt saljal beralkibalt paldal bebalsnyal seoralng terdalkwal altalu balhkaln 

meskipun unsur perbualtaln pidalnalnyal terpenuhi nalmun negalral justru 

semalkin dirugikaln kalrenal tidalk tepaltnyal perhitungaln kerugialn keualngaln 

negalral kalrenal dimungkinkaln balnyalk perhitungaln kerugialn keualngaln 

negalral yalng tidalk diperhitungkaln. 
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